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PENDAHULUAN

Latar Belakang

Perkembangan pengelolaan keuangan daerah mengalami masa
reformasi yang besar. Langkah ini merupakan kemajuan yang besar dalam
pengelolaan  keuangan khususnya sistem pemerintahan. Hal ini
membuktikan bahwa yang dulunya sistem pengelolaan keuangan
pemerintah adalah terpusat dimana keuangan tersebut dimonitoring
langsung oleh pusat dalam penggunaan keuangan. Dan sekarang
kewenangan pengelolaan keuangan menjadi tangguh jawab setiap daerah
sehingga orientasinya mampu dirasakan langsung oleh masyarakat dalam
rangka peningkatan kesejahteraan daerah dalam pengelolaan sumber-sumber
daerah yang mampu dimanfaatkan secara ekonomis, efisien, efektif,
transparan dan akuntabel. Pemberian kewenangan dan tanggung jawab atau
desentralisasi kepada kabupaten dan kota memberikan peningkatan bagi
setiap daerah dalam melakukan pembaharuan dalam sstem pengelolaan
keuangan dan anggaran daerah. Dalam pengelolaan keuangan daerah,
pemerintah daerah dituntut untuk melakukan pengelolaan keuangan daerah
yang berorientasi pada kepentingan publik (public oriented) (Mardiasmo,
2002).

Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) merupakan salah satu

alat untuk meningkatkan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat



sesuai dengan tujuan otonomi daerah yang luas nyata dan bertanggung
jawab. Dengan APBD yang menjadi kewenangan pemerintah daerah harus
dikelola sebaik mungkin sesuai dengan hak dan kewajiban daerah agar
masyarakat mampu merasakan penggunaan dana dari masyarakat untuk
masyarakat juga. Pemberlakuan UU No 22 tahun 1999 tentang pemerintah
daerah dan UU No 25 tahun 1999 tentang otonomi daerah dan desentralisasi
fiskal. Yang kemudian dalam perkembangannya diperbaharui dengan UU
Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah dan UU Nomor 33
tentang perimbangan keuangan antara pusat dan daerah, yang membawa
perubahan dalam hubungan tata pemerintah dan hubungan keuangan,
sekaligus membawa perubahan penting dalam pengelolaan anggaran daerah.
Perubahan mendasar yang dimaksud adalah perubahan paradigma dan
prinsip-prinsip keuangan daerah.

Anggaran adalah perencanaan alat manajerial dalam bentuk keuangan.
Anggaran juga merupakan alat manajemen untuk melakukan kontrol,
koordinasi, komunikasi, kerja penilaian, dan motivasi (Merchant di Libby,
2001). Anggaran berisi kegiatan yang akan dilakukan selama periode waktu
tertentu sebagai referensi kegiatan organisasi dan menunjukkan tujuan
operasi (Wheelen, 2004). Memahami tujuan anggaran dan informasi tentang
berapa banyak tujuan anggaran untuk memberi dasar bagi manajer untuk
mengukur efisiensi, mengidentifikasi masalah, dan mengendalikan biaya.
Fungsi anggaran sebagai dasar pengukuran kinerja dapat mempengaruhi

perilaku manajer untuk tujuan anggaran. Pemerintah daerah dituntut untuk



meningkatkan Kkinerjanya dalam memberikan pelayanan publik. Dalam
meningkatkan kinerja pemerintah daerah, pegawai pemerintah merupakan
unsur yang paling penting. Peran pegawai adalah merencanakan dan
melaksanakan program kegiatan untuk memberikan pelayanan publik.
Kemampuan karyawan adalah cerminan kinerja manajerial mereka.

Kinerja yang dihasilkan berdasarkan kinerja sumber daya manusia.
Sumber Daya Manusia merupakan salah satu indikator pentingnya suatu
pemerintah dalam mencapai kinerja karena SDM sebagai penggerak semua
program atau kegiatan dalam pengembangan peningkatan pemerintah.
Untuk itu peningkatan sumber daya Manusia perlu adanya pengawasan,
pengaturan dan perhatian sebagai usaha yang lebih efisien. Sumber Daya
Manusia yang dimaksud adalah kinerja karyawan. Kinerja adalah gambaran
pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan atau program atau kebijaksanaan
dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi (Bastian 2006).
Sehingga sangat penting bagi organisasi untuk mengetahui kinerja karyawan
yang dihasilkan.

Kinerja karyawan berkaitan dengan komitmen pada diri karyawan
dalam melakukan kerja. Hal ini disebabkan karena antara keterlibatan kerja
dengan komitmen organisasi sangat erat hubungannya. Keterlibatan kerja
sebagai derajat kemauan untuk menyatukan dirinya dengan pekerjaan,
menginvestasikan waktu, kemampuan dan energinya untuk pekerjaan, dan
menganggap pekerjaannya sebagai bagian utama dari kehidupannya

(Mardiana dalam Rachmawati 2009). Dengan komitmen yang dirasakan



karyawan positif akan memunculkan sikap hormat pada pekerjaannya yang
digambarkan dengan secara optimal melakukan pekerjaan. Tidak hanya itu,
kerja setiap karyawan juga dilandasi juga dengan memiliki motivasi yang
akan tercermin dari perilaku yang dilakukan karyawan itu sendiri. Agar
tindakan yang dilakukan karyawan sesuai dengan tujuan organisasi maka
adanya hubungan yang baik antara motivasi dalam memenuhi kebutuhan
karyawan dengan target yang diminta organisasi.

Penelitian tentang hubungan antara partisipasi dalam penyusunan
anggaran dengan kinerja manajerial dalam beberapa dasawarsa belakangan
ini masih menunjukkan hasil yang tidak konsisten. Untuk mengatasi
ketidakkonsistenan hasil-hasil penelitian tersebut diperlukan pendekatan
kontijensi. Pendekatan ini memberikan suatu gagasan bahwa sifat hubungan
yang ada antara partisipasi penyusunan anggaran dan kinerja manajerial
mungkin berbeda pada setiap kondisi. Salah satu variabel kondisional tersebut
adalah variabel moderasi, yaitu variabel komitmen organisasi dan motivasi
kerja yang yang dapat memoderasi pengaruh antara partisipasi anggaran dan
kinerja manajerial. Penelitian ini melaporkan hasil penelitian mengenai
pengaruh partisipasi anggaran terhadap kinerja manajerial yang
dimoderasi oleh komitmen organisasi dan motivasi kerja pada SKPD
Kabupaten Sukoharjo.

Menurut Labi (2013) menyatakan bahwa partisipasi anggaran
memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja manajerial dan

interaksi antara partisipasi anggaran dan komitmen organisasi juga



berpengaruh terhadap kinerja manajerial. Dan menurut Ermawati (2017)
juga menyatakan bahwa motivasi sebagai pemoderasi tidak mampu
memoderasi antara variabel partisipasi anggaran terhadap kinerja
manajerial. Berdasarkan uraian diatas, maka pengeliti melakukan
pengembangan pada penelitian sebelumnya dengan judul “ Pengaruh
Partisipasi Anggaran Terhadap Kinerja Managerial yang dimoderasi
oleh Komitmen Organisasi dan Motivasi Kerja Pada Satuan Kerja

Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Sukoharjo”.

Rumusan Masalah
Berdasarkan penjelasan dalam Latarbelakang diatas maka rumusan

masalah yang diteliti adalah:

1.  Bagaimana Pengaruh Partipasi Anggaran Terhadap Kinerja Manajerial
pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Sukoharjo?

2.  Bagaimana Pengaruh Partipasi Anggaran Terhadap Kinerja Manajerial
yang dimoderasi Komitmen Organisasi pada Satuan Kerja Perangkat
Daerah (SKPD) Kabupaten Sukoharjo?

3. Bagaimana Pengaruh Partipasi Anggaran Terhadap Kinerja Manajerial
yang dimoderasi oleh Motivasi Kerja pada Satuan Kerja Perangkat
Daerah (SKPD) Kabupaten Sukoharjo?

Tujuan Penelitian
Berdasarkan rumusan yang dijelaskan maka tujuan penelitian ini

untuk mendapat buktii empiris sebagai barikut:



Untuk Menganalisis Pengaruh Partipasi Anggaran Terhadap Kinerja
Manajerial pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten
Sukoharjo.

Untuk Menganalisis Pengaruh Partipasi Anggaran Terhadap Kinerja
Manajerial yang dimoderasi Komitmen Organisasi pada Satuan Kerja
Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Sukoharjo.

Untuk Menganalisis Pengaruh Partipasi Anggaran Terhadap Kinerja
Manajerial yang dimoderasi oleh Motivasi Kerja pada Satuan Kerja

Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Sukoharjo.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini untuk mendukung sebagai bahan evaluasi dari sisi

prektis dan sisi akademik sebagai berikut:

1.

Bidang Praktis

Penelitian ini memberikan kontribusi kepada pihak Satuan Kerja
Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Sukoharjo untuk menjadi bahan
pertimbangan dan evaluasi dalam menilai kinerja manajerial yang
berjalan sehingga kedepannya dalam proses kegiatan di Satuan Kerja
Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Sukoharjo menjadi lebih baik
yang membuat kinerja akan meningkat.

Bidang Akademik

Penelitian ini untuk memberikan wawasan tentang kinerja manajerial

di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Sukoharjo dan



sebagai pembuktian antara teori dengan praktek di lapangan sehigga

akan terlihat bahwa sesuai atau tidak antara teori dengan praktek

dilapangan

E. Sistematika Penulisan
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: PENDAHULUAN
Bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah,
rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian,
serta sistematika penulisan.

: TINJAUAN PUSTAKA
Bab ini menjelaskan tentang landasan teori yang menjadi
landasan penelitian, penelitian terdahulu, kerangka
pemikiran, serta pengembangan hipotesis

: METODE PENELITIAN
Bab ini memaparkan tentang jenis penelitian, penentuan
populasi dan sampel beserta tehnik pengambilan sampel
yang digunakan, jenis data dan sumber data, variabel
penelitian yang akan digunakan, metode analisis data
yang digunakan

: ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN
Bab ini menjelaskan mengenai diskripsi objek penelitian,

analisis data beserta pembahasan dari hasil penelitian.



BAB V : PENUTUP
Bab ini memaparkan tentang simpulan dari hasil
penelitian, Kketerbatasan penelitian, dan saran untuk
penelitian selanjutnya.

DAFTAR PUSTAKA
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